
SALINAN
BUPATI BOYOLAU 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLAU 
NOMOR H TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN 
TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BOYOLAU,

a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu 
sumb€T pendapatan daerah yang penting guna 
mendiikung pembiayaan pembangunan dan 
pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, 
dengan memperhatikan potensi daerah dan kondisi 
ekonomi berdasarkan prinsip demokrasi, 
pemerataan, dan keadilan;

b. bahwa penerbitan perpanjangan izin
mempekeijakan tenaga keija asing yang lokasi 
ketjanya di Kabupaten Boyolali adalah kewenangan 

Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 
tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan 
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga 
Kerja Asing, besamya tarif Retribusi Perpanjangan 
Izin Mempekeijakan Tenaga Keija Asing ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga 

Keija Asing;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang....
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2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten tang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakeijaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 

Lembaran Neg£u*a Republik Indonesia Nomor 4279) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan 

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga 

Keija Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran 

Negai*a Republik Indonesia Nomor 5358);
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Penggunaan Tenaga Keija Asing (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);

Dengan....
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan

BUPATI BOYOLALI 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA 

KERJA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerati adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Tenaga Keija Asing yang selanjutnya disingkat TKA 

adalah warga negara asing pemegang visa dengan 
maksud bekerja di wilayah Indonesia.

5. Pemberi Keija TKA adalah badan hukum atau badan- 
badan lainnya yang mempekeij akan TKA dengan 
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

6. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi 
Keija TKA di Daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi 
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerali untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga 
Keija Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi 
Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas 
pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi keija 

TKA.
9. Wajib....
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9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan 
yang menurut peraturan perundang-undangan 
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
Retribusi tertentu.

10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu 
yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi 
untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu 
dari Pemerintah Daerah.

11. Notifikasi adalah persetujuan penggunaan TKA yang 
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan 
Penempatan Tenaga Keija dan Perluasan 
Kesempatan Kexja sebagai dasar penerbitan izin 
tinggal terbatas yang merupakan dokumen perintah 
pembayaran yang dipersamakan dengan Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 

dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, 
penentuan besamya Retribusi yang terutang sampai 
kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi 
serta pengawasan penyetorannya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. nama, objek, dan subjek Retribusi;
b. golongan Retribusi;
c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
d. prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi;
e. besaran tarif Retribusi;
f. wilayah pemungutan;
g. Masa Retribusi;
h. penetapan Retribusi;
i. pemungutan Retribusi;
j. pengembalian kelebihan pembayaran;
k. tata cara pembayaran Retribusi;
l. pemanfaatan; dan
m. insentif pemungutan.

BAB III....
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BAB III
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut
Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian
perpanjangan IMTA oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah 

pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Keija 

TKA.

(2) Pemberi Keija TKA sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan 

negara asing, badan-badan intemasional, lembaga 

sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di 
lembaga pendidikan.

Pasal 5

(1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA yaitu Pemberi 
Keija TKA.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menipakan Wajib Retribusi.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai
Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan formula 

yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.

BAB VI...,
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BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN 

TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi
Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk 

menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan Pemberian Izin Perpanjangan IMTA.

(2) Biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, 
penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak 

negatif dari perpanjangan IMTA dan kegiatan 

pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga 
keija lokal.

BAB VII
BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Besaran tarif Retribusi Perpanjangan IMTA
ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.

(2) Besaran tarif Retribusi Perpanjangan IMTA
ditetapkan sebesar USD 100 (Seratus Dollar Amerika) 
per orang per bulan dan dibayarkan dimuka.

(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibayarkan ke Kas Daerah dengan rupiah 

berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat 

pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 10

Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut di wilayah Daerah,

BAB IX...,
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BAB IX
MASA RETRIBUSI 

Pasal 11

Masa Retribusi Perpanjangan IMTA adalah jangka waktu 
yang ditetapkan dalam izin perpanjangan yang diberikan 
terhitung sejak diterbitkannya Notifikasi kepada Pemberi 
Keija.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI 

Pasal 12

(1) Penetapan besamya Retribusi dihitung berdasarkan 
atas perkalian antara tarif dengan tingkat 
penggunaan jasa.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan atas permohonan yang diajukan Wajib 
Retribusi.

(3) Penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Notifikasi.

BAB XI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Pasal 13

(1) Pemungutan Retribusi 
berdasarkan Notifikasi.

Perpanjangan IMTA

(2) Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 
diborongkan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 14

(1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Retribusi, 
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan 
pengembalian kepada Bupati.

(2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diajukan dalam hal:
a. berakhimya jangka waktu penggunaan TKA tidak 

sesuai dengan Notifikasi; dan/atau
b. TKA batal datang untuk bekeija.

(3) Ketentuan....
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA dilunasi 
sesuai dengan jangka waktu berlakunya IMTA.

(2) Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA 
sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dilakukan di 
bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

(3) Pemberi keija yang mempekeijakan TKA kurang dari 
1 (satu) bulan, tetap membayar Retribusi 
Perpanjangan IMTA selama 1 (satu) bulan.

BAB XIV 
PEMANFAATAN

Pasal 16

Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA 
digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, 
pengawasan di lapangan, penegakan hukum, 
penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan 
IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan 
keterampilan tenaga keija lokal.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 17

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi 
Perpanjangan IMTA dapat diberi insentif atas dasar 
pencapaian kineija tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah,

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian 
dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI,...
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkjin.

Agar seti£ip orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal 3 Juni 2oZ^

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggjil 3 ckmi 'lou

SEKRETAFdS DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 
2021 NOMOR ^

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN BOYOLALI,
P

AGNES SRI UKARTININGSIH
Pembina Tmgkat I 

NIP, 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, 
PROVINSI JAWA TENGAH : (4-75/2021)



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR -1 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN 
TENAGA KERJA ASING

I. UMUM

Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan pembayaran atas 
pemberian perpanjangan IMTA oleh Pemerintah Daerah kepada Pemberi 
Keija TKA yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggung jawab 
di bidang ketenagakeijaan atau Pejabat yang ditxinjuk,

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan 
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu 
Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga Keija 
Asing, Pemerintah Daerah berwenang memungut Retribusi Perpanjangan 
IMTA sebagai Retribusi Daerah. Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan 
bentuk pengembangan potensi pendapatan daerah guna mendukung 
terselenggaranya urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah 
yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Penggunaan Tenaga Keija Asing dan Peraturan Menteri 
Ketenagakeijaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan 
Tenaga Keija Asing, Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Boyolali 
perlu disesuaikan. Penyesuaian ini dilakukan dengan menyusun 
Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Perpanjangan IMTA

II , PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksu<l dengan “Lembaga Pendidikan” dalam ketentuan 
ini berpedoman pada Peraturan Menteri yang bertanggung jawab 
di bidang ketenagakeijaan,

Pasal 5
Cukup jelas.
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Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “Perizinan Tertentu” adalah kegiatan 
tertentu Pemehntah Daerah dalam rangka pemberian izin 
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 
pembinaan, perigaturan, pengendalian dan pengawasan atas 
kegiatan, pemanfaatan ruang, seita penggunaan sumber daya 
alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan.

Cukup jelas.

Cukup jelas,

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimjaksud dengan “Kas Daerah” adalah Kas Daerah 
Kabupaten Boyolali.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
I

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
I

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas. 
t
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR


